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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar 

pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 

tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi  tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. 

Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah 

sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). 

 Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam tulisan arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, 

dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf 

latin. 

Huruf  

arab 
Nama Huruf latin Nama 

 Alif     Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Sa s>  es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal z> zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س
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Huruf  

arab 
Nama Huruf latin Nama 

 Syin Sy es dan ye ش

 {Sad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 {Dad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 {Ta t ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 {Za z ظ
zet dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ه

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya Y ya ي

 

 Vokal 

VOKAL 

TUNGGAL 

VOKAL RANGKAP VOKAL PANJANG 

 a = أ

 i = أ

 u = أ

 ai = ي أ

 au = أو

 ā = أ

 ī = إي

 ū = أو

 



 

vii 

 

1. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

 Contoh: 

Jamīlah mar‟ = مجيلة أةمر 

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/  

Contoh: 

fātimah =   فاطمة 

2. Syaddah (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang 

sama  dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

بنار  = rabbanā 

لربا  = al-birr 

3. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

asy-syamsu = لشمسا 

 ar-rajulu =  لرجلا  

as-sayyidah =   ةلسيدا 

Kata sandang   yang   diikuti   oleh   “huruf   

qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 

bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

al-qamar =  لقمرا 

 al-badī‟ =      كديعا 

 al-jalāl =  الجلال 

4.  Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. 

Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di 

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof 
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/ „ /. 

Contoh: 

تمرأ  = umirtu 

         = syai‟un  شيء 
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MOTTO 

“Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk 

besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya” 

-Albert Einstein 
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ABSTRACT 

Lulut Mudini, 2024, Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban 

Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten 

Batang. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. 

Pawning is the activity of pledging valuable items to certain 

parties, in order to obtain a certain amount of money and goods which 

will be pledged and redeemed in accordance with the agreement 

between the customer and the pawn institution. Meanwhile, Pegadaian 

Syariah Batang Branch Office as one of the financial institutions that 

distributes credit funds to the community does not always run well, 

there are times when debtors do not fulfill their obligations according to 

the time agreed between the customer and the pawnshop institution, 

such as where the debtor cannot pay off the loan so that the creditor In 

this case Pegadaian Syariah Batang Branch Office has the right to 

withdraw collateral (marhun) from the debtor. This research was 

conducted to determine customers' legal compliance with the obligation 

to pay pawn loan installments at Pegadaian Syariah in Batang Regency 

and resolve the legal consequences of delays in the obligation to pay 

installments of pawn loans at Pegadaian Syariah in Batang Regency. 

This research is field research or another name, namely empirical legal 

research using a qualitative approach. The data sources are primary and 

secondary data with data collection techniques, through observation, 

interviews, documentation and data presentation. The method the 

author uses to analyze is the descriptive analysis method. 

The results of this research indicate that customers' legal compliance in 

paying pawn loan installments at the Batang branch of the pawnshop 

has not fully complied with the established rules. Then, based on the 

research results obtained through direct interviews with related parties, 

there are legal consequences if the customer is late or does not comply 

with the rules that have been mutually agreed upon between the 

pawnbroker and the customer in paying pawn loan installments based 

on DSN Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/ 2002 on Rahn. So the 

conclusion is that the customer must comply with the rules that have 

been set when paying pawn loan installments at the Batang branch of 

the pawnshop. 

Keywords: Pawn, Legal Consequences, Islamic Law 
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ABSTRAK 

Lulut Mudini, 2024, Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban 

Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang. 

Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. 

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang 

akan dijaminkan dan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan lembaga gadai. Sedangkan pegadaian kantor cabang 

syariah Batang sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana 

kredit bagi masyarakat yang tidak selalu berjalan dengan baik, ada 

kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang 

disepakati antara pihak nasabah kepada lembaga pegadaian seperti 

dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga pihak 

kreditur dalam hal ini pegadaian kantor cabang syariah Batang berhak 

menarik barang jaminan (marhun) dari debitur. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran 

angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang dan 

menyelesaikan akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran 

angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau nama lainnya 

yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder dengan 

teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dokumentasi 

dan penyajian data. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis 

yaitu metode deskriptif analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum nasabah 

dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian cabang Batang 

ini beberapa nasabah belum sepenuhnya mematuhi aturan yang sudah 

ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan 

melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, bahwa ada akibat 

hukumnya jika nasabah telat atau tidak mematuhi aturan yang sudah 

disepakati bersama antara pihak gadai dan nasabah dalam pembayaran 

angsuran pinjaman gadai berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn. Maka kesimpulannya pihak nasabah harus 

mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pada waktu pembayaran 

angsuran pinjaman gadai di pegadaian cabang Batang. 

Kata Kunci: Gadai, Akibat Hukum, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang 

berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah 

uang dan barang yang akan dijaminkan dan ditembus kembali 

sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang 

dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip keislaman dan 

tanpa bunga riba.
1
 Akad gadai ini sangat berkembang pesat di 

kalangan masyarakat terutama masyarakat daerah kabupaten 

Batang, karena sebagian masyarakat banyak yang minat dalam 

utang piutang dengan jaminan gadai. 

Jumlah nasabah dalam utang piutang dengan jaminan 

gadai kebendaan maupun jaminan usaha pada produk KUR 

(Kredit Usaha Rakyat) di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang 

dari tahun 2021 ada 580 orang dengan barang yang digadaikan 

ada perhiasan emas, laptop dan sepeda motor, kemudian pada 

tahun 2022 ada 409 nasabah dengan barang yang digadaikan 

ada perhiasan emas dan sepeda motor dan pada tahun 2023 ada 

469 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas 

dan jaminan usaha pada produk KUR yang baru dikeluarkan di 

pegadaian cabang Batang.
2
 

Pegadaian kantor cabang syariah Batang sebagai salah 

satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat 

tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak 

memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati 

antara pihak nasabah kepada lembaga pegadaian. Dalam 

pelaksanaannya ada saja nasabah yang tidak membayar 

angsuran pinjaman pada jatuh tempo yang sudah ditetapkan.
3
  

                                                     
1Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011). 

20. 
2Mutazam, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, 

Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023. 
3Mutazam, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, 

Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023. 
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Pegadaian kantor cabang syariah Batang memberikan 

pinjaman kepada debitur setelah ada barang jaminan (marhun). 

Salah satu contoh dari permasalahan yang terjadi di pegadaian 

syariah cabang Batang, dimana debitur tidak dapat melunasi 

pinjamannya sehingga pihak kreditur dalam hal ini pegadaian 

kantor cabang syariah Batang berhak menarik barang jaminan 

(marhun) dari debitur. Namun kenyataannya, tidak semua 

barang jaminan bisa ditebus oleh pihak debitur, sehingga barang 

dari debitur tersebut akan di lelang oleh pegadaian kantor 

cabang syariah Batang.
4
 

Dalam menjalankan hal tersebut terkadang mengalami 

kesulitan dalam menemui debitur yang mempunyai barang 

jaminan yang nantinya akan di lelang, ada juga barang tersebut 

barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari 

pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi. Jika 

terjadi seperti itu pihak pegadaian memberikan batas waktu 

selama 2 minggu dari batas tenggang jatuh tempo sampai waktu 

lelang, jika dalam waktu 2 minggu tersebut tidak ada kejelasan 

dari pihak nasabah maka pegadaian akan menjual secara paksa 

untuk melunasi hutang yang tersisa walaupun dalam jual beli 

harga akan mengalami penurunan.
5
 

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 

sebagai landasan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan 

gadai syariah selain itu peraturan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena pegadaian 

syariah pengaturannya masih merujuk pada Undang-Undang 

Perbankan Syariah. Dari fatwa tersebut menjelaskan bahwa: 

“apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahin untuk segera melunasi utangnya, dan apabila rahin tetap 

tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau 

                                                     
4Mutazam, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, 

Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023. 
5Mutazam, Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, 

Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023. 
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dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.”
6
 

Dari berbagai kasus yang peneliti temukan oleh 

beberapa pihak yang telah melakukan praktik gadai di 

pegadaian kantor cabang syariah Batang, maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah ini dalam skripsi yang berjudul 

“Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran  

Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban 

pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di 

Kabupaten Batang? 

2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan kewajiban 

pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di 

Kabupaten Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kepatuhan hukum 

nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran gadai di 

Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang. 

2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas 

keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran gadai di 

Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai wawasan 

pengetahuan di bidang fiqih muamalah dalam akad gadai 

atau lelang dan tentang penarikan barang jaminan jika 

nasabah tidak mampu dalam membayar angsuran gadai di 

pegadaian syariah. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pegadaian syariah dalam membentuk lembaga gadai dan 

                                                     
6Undang-Undang Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 
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bisa menjadi masukan bagi masyarakat dalam kegiatan akad 

gadai dan penarikan barang jaminan pada nasabah yang 

tidak mampu membayar angsuran di pegadaian syariah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kepatuhan Hukum 

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur 

tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. 

Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara 

lain rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi 

tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-

masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah 

suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan 

perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum 

merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum 

untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa 

saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan”.
7
  

Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan 

tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Jadi 

kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum 

yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap 

nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya 

patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat 

dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.
8
  

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum 

memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga 

masyarakat mematuhi hukum, antara lain:
9
 

                                                     
7Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Kencana: Jakarta, 2006), 2. 
8S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, https://www.zriefmaronie.blospot. 

com. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.  
9Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: 

Rajawali,1982), 152.  
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a) Compliance 

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan 

suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari 

hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila 

seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini 

sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada 

tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih 

didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. 

Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila 

ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 

kaidah-kaidah hukum tersebut.  

b) Identification 

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada 

bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar 

keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan 

baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk 

menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk 

patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-

hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan 

tergantung pada baik buruk interaksi. 

c) Internalization 

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum 

karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai 

imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-

nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia 

mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses 

tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada 

motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan 

proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan 

dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari 

pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau 

pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini 

merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan 

itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan 
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nilai-nilai yang dianut.
10

 

2. Teori Akibat Hukum  

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan 

oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari 

tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat 

yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud 

adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan 

yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan 

yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
11

 

Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat yang 

diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau 

perbuatan dari subjek hukum.
12

Jadi dapat disimpulkan 

berdasarkan uraian diatas akibat hukum merupakan suatu 

peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu 

perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik 

perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan 

yang tidak sesuai dengan hukum.  

3. Konsep Gadai Syariah  

Rahn atau gadai adalah perjanjian menahan suatu barang 

sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda 

bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan 

marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu 

seluruh atau sebagian utang dapat diterima atau rahn disebut 

sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan 

marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan 

murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan 

itu pada saat murtahin menuntut haknya.
13

  

Dalam islam, ar-rahn merupakan sarana saling tolong 

menolong (ta’awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya 

                                                     
10Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI Press, 1986), 

10. 
11Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.  
12Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39. 
13Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2011). 20. 
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imbalan jasa, sehingga ar-rahn merupakan konsekuensi dari 

sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Ini berarti, jika 

seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu 

(murtahin) yang kemudian dia melunasi sebagiannya, maka 

keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan 

penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (rahin) 

melunasi seluruh utangnya.
14

 

Secara istilah pun, ar-rahn adalah menahan salah satu 

harta milik si nasabah atau peminjam (rahin) sebagai 

jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang 

diterimanya. Jaminan (marhun) tersebut memiliki nilai 

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau 

penerima gadai (murtahin) memperolah jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya 

yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang 

tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan 

komersial.
15

 

Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan 

yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti 

penghimpunan dana, menyalurkan dan/atau jasa keuangan 

lainnya. Mekanisme operasional pegadaian syariah ini juga 

melalui akad rahn dimana nasabah menyerahkan barang 

bergerak maupun tidak bergerak dan lembaga pegadaian 

menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah 

disediakan oleh pegadaian.
16

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi yang ditulis Ayu Rahayu Agussalim tahun 2020 yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah 

Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”. Jenis penelitian 

                                                     
14Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum 

Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 201. 
15Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004). 79-82.  
16Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2011). 20. 
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ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang 

dimana mempunyai persamaan yaitu membahas tentang 

penarikan barang jaminan pada nasabah yang tidak mampu 

dalam membayar angsuran pinjaman pada jatuh tempo, dan 

objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada cara 

pelelangan dan penarikan barang jaminan pada nasabah.
17

 

2. Skripsi yang ditulis Nurul Izzati tahun 2018 yang berjudul 

“Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT 

Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra”. Objek penelitian 

ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian empiris 

atau penelitian yang diambil dari lapangan dan membahas 

tentang proses pelelangan barang jaminan terhadap nasabah 

yang tidak mampu menebus marhunnya atau barang gadai di 

PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra. Dan objek 

penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu tentang 

prosedur waktu pelelangan barang dan penarikan barang 

jaminan pada nasabah.
18

 

3. Skripsi yang ditulis Parita Yuliana tahun 2017 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan 

Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran”. 

Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas 

tentang wanprestasi atas keterlambatan nasabah dalam 

membayar angsuran pinjaman. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu sama dengan metode penelitian deskriptif 

analisis dan teori yang digunakan adalah teori wanprestasi 

atau akibat hukum. Objek penelitian ini juga mempunyai 

perbedaan yaitu fokus pada masalah penarikan prosedur 

barang jaminan bukan pada prosedur lelang barang jaminan 

seperti yang akan dibahas peneliti.
19

 

                                                     
17Ayu Rahayu Agussalim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di 

Pegadaian Syariah”, Skripsi, (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo, 2020). 
18Nurul Izzati, “Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. 

Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra” Skripsi, (Simpang Mesra: Perpustakaan 

UIN AR-RANIRY, 2018). 
19Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang 
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4. Jurnal Skripsi yang ditulis Mulfiha Risyida Farid dan 

Mahmudah Mulia Muhammad tahun 2023 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan 

Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah 

Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran 

Selatan Kota Makassar”. Objek penelitian ini mempunyai 

persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau 

penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika 

sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting 

yang kompleks dan rinci, persamaan yang lainnya pada 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi selanjutnya teknik pengolahan 

dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan 

objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada 

pembahasannya yaitu tentang mekanisme pelalangan barang 

jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran.
20

 

5. Skripsi yang ditulis Irma tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada 

Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”. Objek 

penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk 

penelitian deskriptif atau penelitian metode kualitatif dengan 

pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data 

dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan 

menganalisa hal-hal yang berkenan dengan data yang 

dibutuhkan. Dan objek penelitian ini juga mempunyai 

perbedaan pada pembahasannya yaitu tentang mekanisme 

pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza 

                                                                                                                             
Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, 

(Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2018). 88. 
20Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan 

Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota 

Makassar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023). 
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apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya 

untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, 

maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam 

pelelangan.
21

 

No  Hasil 

Penelitian 

(Tahun) 

Persamaan Perbedaan Kebaharuan 

1. Ayu Rahayu 

Agussalim, 

2020 yang 

berjudul 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Penarikan 

Barang 

Jaminan 

Akibat 

Ketidakmamp

uan Nasabah 

Membayar 

Angsuran di 

Pegadaian 

Syariah”
22

 

Objek 

Penelitian ini 

mempunyai 

persamaan 

yaitu 

membahas 

tentang 

penarikan 

barang 

jaminan pada 

nasabah yang 

tidak mampu 

dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

pada jatuh 

tempo 

 

Objek 

Penelitian ini 

juga 

mempunyai 

perbedaan 

pada cara 

pelelangan 

dan 

penarikan 

barang 

jaminan pada 

nasabah. 

Dari perbedaan 

teori, objek 

kajian, dan 

pendekatan 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

maka diperoleh 

konsep dan 

argumentasi 

hukum yang 

berbeda pula, 

sehingga 

berimplikasi 

pada objek 

penelitiannya 

yaitu 

keterlambatan 

nasabah dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

barang. 

2.  Nurul Izzati, 

2018 yang 

berjudul 

“Mekanisme 

Objek 

Penelitian ini 

mempunyai 

persamaan 

Objek 

Penelitian ini 

juga 

mempunyai 

Dari perbedaan 

teori, objek 

kajian, dan 

pendekatan 

                                                     
21Irma,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang 

Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”, Skripsi, (Kota Palu: Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019). 
22Ayu Rahayu Agussalim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di 

Pegadaian Syariah”, Skripsi, (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo, 2020)  
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Proses 

Pelelangan 

Barang 

Jaminan pada 

PT. Pegadaian 

Syariah UPS 

Simpang 

Mesra”
23

 

yaitu 

membahas 

tentang 

proses 

pelelangan 

barang 

jaminan 

terhadap 

nasabah yang 

tidak mampu 

menebus 

marhun nya 

atau barang 

gadai di PT. 

Pegadaian 

Syariah UPS. 

Simpang 

Mesra 

perbedaan 

yaitu 

prosedur 

waktu 

pelelangan 

barang dan 

penarikan 

barang 

jaminan pada 

nasabah. 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

maka diperoleh 

konsep dan 

argumentasi 

hukum yang 

berbeda pula, 

sehingga 

berimplikasi 

pada objek 

penelitiannya 

yaitu 

keterlambatan 

nasabah dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

barang. 

3. Parita 

Yuliana, 2017 

yang berjudul 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

Penarikan 

Barang 

Jaminan 

Akibat 

Ketidakmamp

uan Nasabah 

Membayar 

Angsuran” 

Temuan 

Penelitiannya 

bahwa di 

Pegadaian 

Objek 

Penelitian ini 

mempunyai 

persamaan 

yaitu 

membahas 

tentang 

wanprestasi 

atas 

keterlambata

n nasabah 

dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman. 

Metode 

Penelitian 

yang 

Objek 

Penelitian ini 

juga 

mempunyai 

perbedaan 

yaitu fokus 

pada masalah 

penarikan 

prosedur 

barang 

jaminan 

bukan pada 

prosedur 

lelang barang 

jaminan 

seperti yang 

akan dibahas 

peneliti. 

Dari perbedaan 

teori, objek 

kajian, dan 

pendekatan 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

maka diperoleh 

konsep dan 

argumentasi 

hukum yang 

berbeda pula, 

sehingga 

berimplikasi 

pada objek 

penelitiannya 

yaitu 

keterlambatan 

nasabah dalam 

                                                     
23Nurul Izzati, “Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. 

Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra” Skripsi, (Simpang Mesra: Perpustakaan 

UIN AR-RANIRY, 2018). 
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Syariah 

Purwokerto 

ada salah satu 

pihak yang 

melakukan 

wanprestasi, 

yaitu dengan 

melakukan 

penarikan 

barang 

jaminan yang 

telah 

dilakukan 

wanprestasi 

karena 

nasabah tidak 

mampu 

membayar 

hutang pada 

waktu yang 

telah di 

sepakati.
24

 

digunakan 

yaitu sama 

metode 

penelitian 

deksriptif 

analisis. 

Teori yang 

digunakan 

adalah teori 

Wanprestasi. 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

barang. 

4.  Mulfiha 

Risyida Farid 

dan 

Mahmudah 

Mulia 

Muhammad 

tahun 2023 

yang berjudul 

“Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Mekanisme 

Pelelangan 

Barang 

Objek 

penelitian ini 

mempunyai 

persamaan 

yaitu 

termasuk 

penelitian 

deskriptif 

atau 

penelitian 

kualitatif 

yaitu metode 

yang 

menekankan 

Objek 

penelitian ini 

juga 

mempunyai 

perbedaan 

pada 

pembahasann

ya yaitu 

tentang 

mekanisme 

pelalangan 

barang 

jaminan 

akibat 

Dari perbedaan 

teori, objek 

kajian, dan 

pendekatan 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

maka diperoleh 

konsep dan 

argumentasi 

hukum yang 

berbeda pula, 

sehingga 

berimplikasi 

pada objek 

                                                     
24Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang 

Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, 

(Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2017). 88. 
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Jaminan 

Akibat 

Ketidakmamp

uan Nasabah 

Membayar 

Angsuran 

Pada 

Pegadaian 

Syariah Unit 

Veteran 

Selatan Kota 

Makassar”
25

 

pada 

pemahaman 

mengenai 

masalah-

masalah atas 

problematika 

sosial 

berdasarkan 

kondisi 

realitas 

(nyata) dan 

natural 

setting yang 

kompleks dan 

rinci. 

nasabah tidak 

mampu bayar 

angsuran. 

penelitiannya 

yaitu 

keterlambatan 

nasabah dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

barang. 

5. Irma tahun 

2019 yang 

berjudul 

"Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Mekanisme 

Pelelangan 

Barang Pada 

Pegadaian 

Syariah Palu 

Plaza di Kota 

Palu”.
26

 

Objek 

penelitian ini 

mempunyai 

persamaan 

yaitu 

termasuk 

penelitian 

deskriptif 

atau 

penelitian 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

mengumpulk

an informasi 

Objek 

penelitian ini 

juga 

mempunyai 

perbedaan 

pada 

pembahasann

ya yaitu 

tentang 

mekanisme 

pelelangan 

yang 

dilakukan 

Pegadaian 

Syariah Palu 

Plaza apabila 

Dari perbedaan 

teori, objek 

kajian, dan 

pendekatan 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

maka diperoleh 

konsep dan 

argumentasi 

hukum yang 

berbeda pula, 

sehingga 

berimplikasi 

pada objek 

penelitiannya 

yaitu 

                                                     
25Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan 

Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota 

Makassar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023). 
26Irma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang 

Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”, Skripsi, (Kota Palu: Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019). 
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dan 

pengumpulan 

data dimulai 

dari observasi 

awal, dimana 

Penulis 

melihat dan 

menganalisa 

hal-hal yang 

berkenan 

dengan data 

yang 

dibutuhkan. 

debitur atau 

nasabah tidak 

memenuhi 

kewajibannya 

untuk 

mengembalik

an atau 

memperpanja

ng 

pinjamannya, 

maka perum 

Pegadaian 

berhak untuk 

menjual 

barang dalam 

pelelangan. 

keterlambatan 

nasabah dalam 

membayar 

angsuran 

pinjaman 

barang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang 

diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung di dalam 

masyarakat. Sehingga data penelitian primer diambil 

dari informasi yang diperoleh dari informan lapangan 

pegadaian syariah di Kabupaten Batang. 

b. Data Sekunder 

Data penelitian sekunder dalam penelitian hukum adalah 

data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap 

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 



 

 

15 

 

 

 

dengan masalah atau materi penelitian yang sering 

disebut sebagai bahan hukum diantaranya: 

1) Bahan Hukum Primer bersifat otoritatif artinya 

mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

yang berwenang untuk itu sehingga peneliti 

menggunakan bahan hukum primer berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Rahn, dan Peraturan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang 

dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil 

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar 

(koran), pamflet, lefleat,brosur, dan berita internet. 

Sehingga peneliti menggunakan bahan hukum 

sekunder berdasarkan buku, jurnal, dan penelitian 

yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di 

lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman 

tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.
27

 

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan 

pencatatan seluruh secara sistematis dan rinci yang 

diteliti yaitu penarikan barang jaminan nasabah atas 

ketidak mampuan dalam membayar angsuran gadai di 

pegadaian syariah cabang Kabupaten Batang. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam 

yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, 

terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan 

suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada 

                                                     
27Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2004), 85. 
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wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam 

memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa 

adanya. Artinya responden atau informan mendapat 

kesempatan untuk menyampaikan sebuah pikiran, 

pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan 

mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.
28

 

Dengan ini penulis telah melakukan wawancara untuk 

mendapatkan data kepada (Bapak Mutazam) selaku 

pegawai Pegadaian Syariah Cabang Batang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh 

orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.  

4. Teknik Analisis Data Penelitian 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan data, 

mengorgarnisasikan  data, dan memilah-milah data yang 

perlu dan menarik kesimpulan, yang dimaksud seperti: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, 

memilih tema, dan membuat batasan-batasan 

permasalahan. Dengan kata lain reduksi merupakan 

bagian analisis yang mempertegas, meringkas, sehingga 

kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

b. Penyajian data  

Penyajian data adalah suatu rakitan mengumpulkan 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan, dengan melihat penyajian data peneliti akan 

mengetahui apa yang terjadi dalam bentuk utuh secara 

jelas dan mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan  

Dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti hal-

                                                     
28Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2010), 145. 
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hal masalah yang ditemui dengan melakukan pencatatan 

data, data yang telah dikumpul dianalisis secara 

kualitatif untuk ditarik kesimpulan. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi halaman pendahuluan, pada 

bab ini penulis telah menguraikan beberapa point berupa latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Kerangka Teori dan Konseptual membahas 

berupa teori-teori yang penulis ambil sebagai referensi dalam 

penulisan skripsi. Pada bab ini menjelaskan teori kepatuhan 

hukum, teori akibat hukum, dan konsep gadai syariah. 

BAB III Gambaran Umum Pegadaian Syariah 

Kabupaten Batang membahas tentang gambaran umum 

pegadaian syariah Kabupaten Batang meliputi profil umum 

pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, struktur 

organisasi, data jumlah nasabah yang melakukan pinjaman 

utang di pegadaian syariah serta produk-produk yang ada di 

Pegadaian Syariah cabang Batang. 

BAB IV Kepatuhan Hukum Nasabah Atas 

Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai dan Akibat 

Hukumnya membahas tentang kepatuhan hukum nasabah 

dalam pembayaran angsuran gadai di pegadaian syariah cabang 

Batang berdasarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn dan akibat hukumnya jika nasabah tidak 

mematuhi aturan yang telah disepakati bersama antara pihak 

gadai dan pihak nasabah dalam kegiatan pinjaman utang.  

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian dan saran yang mendukung dan membangun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran 

gadai masih kurang dimana jika di lihat dari beberapa informan 

dan data yang sudah di dapatkan maka disarankan kepatuhan 

hukum atas kewajiban pembayaran angsuran gadai pihak nasabah 

masih lemah. Menurut penulis dimana jika nasabah akan 

meminjam angsuran gadai harus dipastikan terlebih dahulu 

mampu atau tidaknya membayar angsuran tersebut tekadang 

kemauan atau kesadaran atas membayar angsuran itu setiap 

manusia berbeda-beda yang mengakibatkan terjadinya 

penunggakan dalam kewajiban pembayaran angsuran gadai di 

Pegadaian cabang Kabupaten Batang.  

2. Akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran 

angsuran pinjaman gadai di pegadaian syariah kabupaten Batang 

antara lain yang pertama akan diberikan surat peringatan terlebih 

dahulu untuk memberitahu nasabah, setelah diberikan surat 

peringatan akan diberikan surat lelang dengan jangka waktu surat 

lelang tersebut satu bulan sejak surat lelang jatuh, jika pada waktu 

satu bulan tersebut nasabah juga tidak ada informasi atau 

komunikasi lanjutan kami dari pihak gadai akan jual lelang secara 

terpaksa barang jaminan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

aturan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Rahn. 

 

B. Saran 

1. Seharusnya untuk meningkatkan komunikasi lebih ketat lagi dalam 

pelayanan kepada nasabah sebaiknya petugas Account Officer 

melakukan visit home minimal 1 bulan sekali guna memperhatikan 

nasabah agar bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan 

di dalam PT Pegadaian cabang Batang ketika melakukan utang 

piutang pinjaman gadai. 

2. Seharusnya memberitahukan informasi kepada nasabah terlebih 
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dahulu sebelum masa jatuh tempo telah habis agar dari pihak 

nasabah untuk mempersiapkan dengan baik dan mengurangi angka 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di PT 

Pegadaian cabang Batang. 
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